
 

 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 85 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  

OPERASIONAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, 
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 

keuangan yang bersifat khusus kepada desa dalam 
rangka percepatan pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat;  
  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bantuan 
keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan 

pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah 
daerah pemberi bantuan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan 
Keuangan Khusus Operasional Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap yang  Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun anggaran 2018;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 2730);  
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  
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  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);  

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

  10. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24                  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                     
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011;  

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                    
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah;  

  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 
tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20                               
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  

  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 tahun 2017 
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 83); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

OPERASIONAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sidoarjo.  

2.  Bupati adalah Bupati Sidoarjo.   

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa.  

5. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan 

yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo yang 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh 

Bupati dalam rangka percepatan pembangunan desa 

dan pemberdayaan desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

7. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan 

disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa.  

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa tersebut.  

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan desa.   

10. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang 

selanjutnya disingkat PTSL adalah pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak 

yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 

belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. 
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BAB II 

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

 

Pasal 2 

(1) Bantuan Keuangan Khusus Operasional PTSL Tahun 

Anggaran 2018, diberikan kepada Pemerintah Desa  

dalam rangka bantuan operasional kegiatan PTSL. 

(2) Bantuan Keuangan Khusus Operasional PTSL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. untuk Desa Candipari Kecamatan Porong, sebesar 

Rp.42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam 

ratus ribu rupiah); dan  

b. untuk 38 (tiga puluh delapan) desa lainnya 

penerima Program Nasional PTSL, masing-masing 

sebesar Rp. 42.300.000,00 (empat puluh dua juta 

tiga ratus ribu rupiah). 

(3) Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus 

Operasional PTSL sebagaimana dimaksud pada                   

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

 

Pasal 3 

Bantuan Keuangan Khusus Operasional PTSL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dipergunakan untuk operasional PTSL, meliputi: 

a. Honor Panitia PTSL; 

b. Alat Tulis kantor (ATK); 

c. Biaya makan dan minum (mamin) rapat. 

 

Pasal 4 

Susunan Panitia PTSL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a, ditetapkan berdasarkan musyawarah 

desa. 

 

Pasal 5  

Panitia PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

bertugas: 

a. membantu proses perencanaan dan persiapan 

kegiatan PTSL; 

b. melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis 

bidang tanah; 

c. melakukan fasilitasi dalam proses pemenuhan 

kelengkapan berkas PTSL; 

d. melakukan pencatatan sertifikat hak atas tanah hasil 

penyelenggaraan PTSL sebagai dokumentasi di tingkat 

desa; 

e. membantu proses penyerahan sertifikat hak atas 

tanah  hasil penyelenggraan PTSL kepada peserta 

PTSL. 

 

Pasal 6 

Camat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Operasional 

PTSL. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  
 
 

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Oktober 2018  

 
             BUPATI SIDOARJO,  

 
                        ttd 
 

 
                 SAIFUL ILAH  

 
 

Diundangkan di Sidoarjo  
Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal  15 Oktober   2018 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO,  
 

ttd  
 

ACHMAD ZAINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 85 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR   
 
NOREG PERBUP :    Tahun 2018  


